IDENTIFIKASI PERAN PEMERINTAHAN ADAT SARAK OPAT DALAM
- PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI KEMUKIMAN BEBESEN
KABUPATEN ACEH TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana limu Palitik

pada Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Andalas

Oleh;

WaAN ABADI
05193001

JURUSAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009




AlSTRAK

Wian Abadi. PERAN PEMERINTAHAN ADAT SARAK OPAT DALAM
PENERAPAN 5YARDIAT ISLAM DI KABUBATEN ACEH TENGAH
KEMUKIMAN BEBESEN

Dibimbing Oleh Pembambing |

Drs Sreend Chairivah, MA dan Pernbimbing 11 Drs. Tamrin, %53

semenjak awal kemerdekaan sampai sckarang telah terdapat beberapa
periluran perundang-undanuan vang mensatur tentang kebijakan Otonomi daerah
UL 141943 menganul sistem otonomi daszrab rumah tangga formil. DU 2271948
memberikan hak otonom: vang seluas-luasnya kepada Daerah Sclanjutnva UL
95T menganut sistem olonomi 1il yang seluas-luasnya. Kemudian UL 5/1979
menganut prinsip otonomi daerah vang nvata dan bertanggune. Sedangkan saat ini di
bawah UL 32/2004 dianue prinsip otonomi daerah yang huas, nvata dan bertangoung
Jawab  Melalui Undang-Undang No. 18 ahun 2001, temang keistimewszan Aceh dan
Undang-Uncang ™o 18 tahun 2000 temang pelaksanaan keistimewsan Aceh. melzlu:
Peryelasan Peraturan dasrab atau dikenal dengan Qanun Provinsi Nangsroe Aceh
Darussalam Noo 11 Tahun 2002 make ditetapkaniah pelaksanaan Svariat Islam di
Aceh bidang Akidah, Ibadah dan Svariat Islam. Kabupaten Aceh Tengah yaity suatu
Rabupaten vang ditempati oleh suke aslinya vaitu Suku Gaye Dimana suku Sayo i
masih berpegang teguh pada kebudayaan dan adat istiadat vang kuat, yvang mana adat
istiadat kebiasaan ini secara turun-temurur dari ajzran nenek movang terdahulu vang
dipanut dan dijadikan pedoman delem masvarakatnva Dalam lingkungan adat 2av
juga memiliki pemerintahan vaitu pemerintahan adat seperti dalam suatu lingkungan
adat didalam suate desad kampung mempunyai sistim pemerintaban vang mempunya
perim yang besar seperti meliputi, Hege (raja’ kepala kampung), fmem (imam). Pete
{petual. dan Kafver, vang tergabung dalam suaty wadih vang namanva Sarak Opat
Adapun permasalahan vang dibahas dalam penulisan skripsi ind vailu: berkaitan
tentang masalah Fungst dan hubungan Sarek Opat dengan Syari’al Islam vang mana
saat lini adanya suate revitalisasi peran Sarak Opat dalam penvelesaizn pelanggaran
zdat maupun pelanggaran syari‘at 1slam di Acch Tengah berkenaan jues dengan
pencrapan sanks: oleh Sarak Opat.,

Penelitian ini mendeskripsikan peran Pemerintghan Adat Sarak Opat dalam
penerapar: Syari‘at lslam di Kabupaten Aceh Tengah tepatnva di Kemukiman
Hebesen, yang mana Sarak Opat berperan dalam menjaga keseimbangzan penerapan
svart’al Islam bagi suku Gavo, Dalam  menganalisa data temuan,  penclis
menggunzkan kensep parson mengenai peran yang mana Seseorang akan berperan
=pabila sudah menjalankan fungsinve sesuai dengan kedudukan vang dimilikinya dan
Cagammanapun juga suatu peranan tidak dapat terlepas dari lingkungan atan
zsyarakat yang harus dipenuhi Meiode vang digunakan adalah metode kualitan
sudi kasus”  demgan tipe deskriptif  Pemeliti mensgunakan wav.ancars dan
cokumentasi untuk mengempulkan data. Informan penelitian ditentukan secara
“urposive Sampling, vakni peneliti menentukan sendiri siapa-siapa vang menjadi
rorman penelitian vaitu informan yvang diangeap paling 1ahu dan vang memudahkan
coneln menjelajahi obvek sosial vang diteliti. Teknik analiza data vang digunakan
=2alah analisa deret waktu dengan pola kronologis dan analisa penjodohan pola



Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran Pemerintahan Adat Sarak Opat
dalam penerapan Syari’al Islam ialah terbagt dalam 1iga pertama adalah dalam hal
Sargk Opal Sebagai hakim adat vang mana Sarak Opas menjadi hakim dalam setiap
pelanzzaran hukum adat maupun pelangearan svariat Islam yang mana dihula peran
Sarak Opat hanva sebagai hakim adat mamun seiring dengan penrapan svari’at Islam
maka Sarak Opat juga mengemban amanat sebagai hakim dalam pelanggaran sverial,
fungsi ini merupakan peraliban fungsi dari pihak kepolisian dan WH vang mana
sebelumnya merupakan eksekutor dalam pelangaran syari'at lslam, sertn vany kedus
peran sarak Opat adalah sebagar jura penengah dalam setap persenpkeraan dalam
masyarakal serta ving ketiga adalah pemberlakuan sanksi olch sarak Opat

kata kunce: Peran, Syari’al Islam, Penerapan
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BARI

PEXDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atan mekanisme sistem pemerimtaban suaty
negara selagm epaya mewujudkan kedaulatan rakyat atan menciptakan kekuasaan
wirganepars atas negars unluk dialankan oleh pemerimah negara lersebun, dalam
sistem demckrasi dikenal prinsip trias politica vang membagi ketipa kekuasaan

politik negara yaitu lembaga cksekotit, vodikanl dan lewislative’,

-

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, demokrasi memiliki kisah vang
cukup pamang, dimudar darr awal kemerdekaan hingga saan ini, tatanan demokrasi
mengalami  perubahan vang signifikan  terjadi padz era reformasi yang
menginginkan perubahan vang menyeluroh di Indonesia, pelombang reformasi
menjadikan otonomi  dacrah menjadi salah satu opik sentral vang banvak
dibicgrakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai
kalangan, bailk pemerintab, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi,
pelaku ckonomi  bahkan masyarakat awam,  Semea  pibak  berbicara dan

memberikan komenear tentang “otonomi daerah™ bal mi dikarenakan di cra orde

Ummmady Hisywm kb Kedtwr Demafieas © Relaaton don Kefenietns, Grnmedia @ Takada, 20005
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baru. dibawah  pemerintaban Presiden Seehario pola pemerintaban Sl

sentralistik atau terpusal

Reformasi lerjadi pada tahun 1998 oleh mabasiswa berliasi) melengserkan
Soeharto sehagar seorang Presiden, dari sanalab awal mula perbaikan sistem
pemerintahan dan perbaikan it juga menvangkut isu desentralisasi kekeasaan

pusat ke daerah vang mana berwujud ke dalam otonomi daerah,

Istilah otonomi sendin muncul dalam berbagai konteks hukum, secara
undang-undang otonomi adalah bagian dari pemerintahan sendini dan sehuah
institusi dan orsanisasi publik, dalam hal ini termasuk kewenargan membua
peraturan perundang-undangan, yang menyatakan babwwa pemerimahan otonemi

o + 5
berbiak mengatir vrusannys sendini melalui pengesahan seluah Undang-undany”

Sebenarnya otonomi dasrah bukanlah suatu hal vang bam karena sermenik
herdirinya Negara Kesztuan Republik Indenesia, kemsep otonomi daersh sudah
digungkan dalam penyelengparaan permerintahan di daerzh, bahkan pada masa
pemerintahan - kolanial  Belanda, prinsip-prinsip  atonomi sebagian  sudah

diterapkan dalam penvelenesarasn pemeriniahan
pem E= P

semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beherapa
peraturan perundang-undangan vang mengatur lentang kehijakan otonomi daerah,
ULT /1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil T 2271048

memberikan hak otonomi vang seluas-lussnya kepada Daerah, Selanjunya UL

Sendn Javusman . Bobebgva Iegras Sosial - dari Otwacnt Ke Kok Lhizingirast, Grilika
Slcdie Tamg, Yopvakarla, 2006, Tm
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11957 menganut sistem otenomi ril yang seluas-luasnva Kemudian UL 371974
HenEan

prinsip otenomi deerah vang nvata dan beranggung. Sedangkan saat im di hawah
UL 3272004 ianut prinsip otonomi daerah vang loas, nyata dan bertanggung

jawalb

Dalam pola otenomi daersh ada yang ddikenal dengan otonomi khusus,
yang mang otenomg kheses merupakan suatu bentuk otonomi yang dirancang,
dengan suaty tawaran melebaln dan diatas otonomi “Riase’, d Indonesia dikenal
il tiga dacrah yang memperoleh sertilikasi sebagat daerah otonomi khusus vailu
Yogyakarta, Aceh din Papua barat dismana pada umumnyva diberikan otonomi
xhusus adalah agar meredam  gerakan kemerdekaan vans menginginkan
pemisahan menyeluruh  dari Nesara Kesatoan Republik Indonesia  denuan
memberikan daerah otoritas vang lebih besar untuk mengatur pemerintahan

PN |
sendirt”,

Dalam kasus Acch Undang-Undang Oronomi Aceh yang telah disahkan
Undang-Undang No 18 tahun 2001, daerah itu mendapat nama baru sebagai
Nanggroe Aceh Darussalam’ {NAD) Peraturan dalam undang-undang o
memberikan Aceh kekuasaan lebih besar untuk menentukan sistem pengadilan
dan pendihkannya sendiri, sclain juga pendapatan yang lebih besar dari

sumberdaya minyak dan gas sampai 70%. Ketetapan it melebibi otonomi biasa

—
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viang mengatur pembagian pendapatan di mana pemermiah propinsi hanya

mendapatkan 15% dari minvak dan 33% pendapatan dari gas’,

Penerapan Otonaomn khusus Aceh juga termasuk penerapan Syvariat 1slam
schagal  poros  segala  tindakan i Aceh Syari’at  Islam  secara  formal
dismplementasikan  secara  formal di Nangoproe  Acch  Darussalam sejak
dinndangkanya Undang-Undang  Nedd tabun 1999 tentang  Penvelengaraan
Kestimewaan Provinsi Daerah Istimews Aceh dan tentunya Undang-Tndang Mo

18 tahun 2001,

Penerapan syari’ sl Islam 1 MNanggroe Aceh Darussalam sesungouhnva
sanpat berkaitan dengan identitas Acel sebagsi muslim vang taat dan vang mau
memalankan svan’at Islam sccara kaffah atan menyeluruh, Kemginan untuk
mengembalikan adeotitas rakyat  Acch sebagai Muslim  yang teal melalu
rengimplementasian syari‘at Isiam secara menyeluruh dengan sangat jelas dapat
tercermin dalam berbagal Peraturan Daerah atau Qanun Provinsi Nangaroe Aceh
Darussalam  Pernyataan bahwa Islam bagt orang Aceh bukan hanva berart
sebagal agama, tetapi juga pedoman  hidup dan bagian dari budava oranz Aceh
selalu menjadi landasan berpikir mengapa syari’al Islam perlu diterapkan di

Aceh”

Mab Bahaby As dik. D¥bawa Kemana Aaso Depan el @ Refekal Keovesaloe Sosial Buckoe
‘mrcadsiad, , Buiker Penmwean Relembagaan Kominfoe BRE MAD-MNias | Baoda Acel, 2007
HIm £13

Sand Agil Hossn Al=NMumdswir dkk. | Sormelisasd Svard o dslom off Iedesesio @ Sebial
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BARB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan Fungsi Sarak Opat o dilibat dari masing-masing unsur dan
jahatan yung dipeganpnya dimana seliap unsur memiliki fungsi yang berbeda.
Reje wau raja adalah memimpin umum yang dipilib rakyat dalam suatu wilayah
tertentu, Reje berfungsi memimpin, mengkoordinirkan dan menegakan keadilan
dan mengumsz kepentingan Rakyvat vang dipimpinva. Fungsi ini diungkap dalam
hahasa adat “Reje musuker siper” ialah pemimpin berkewsjiban menyukar dan
menyipal vang mana bermakna seorang pemimpin menegakan keadilan dengan
kepintaran dun kebijokannyva. Imem ialah imam yang dipilib rakyat untuk
memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan daianjurkan syari'at serla
memberanas apa yvang dilarang atau di haramkan maupun dimakruhkan. Fungsi
mi dalam adat disebut “iment smuperin suned” (Imam mendidik dan meminpin
Rakyat untuk melaksanakan apa vang diwajibkan atan dipardio dan disunatkan
oleh syari‘at), Petue ialah orapg tua yang dilvakan karena kepandaian dan
wibawanya dipilih rakyat untuk meneliti, merencanakan mengevaloasi dan

mencari jalan keluar masalah-masalah vang dihadapi rakvat, Hasil penelitian
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perencanzan dan evaluasi serta saran pemecahan disampaikan oleh Petue kepada

Beje. Imem dan rakyat.

Haik secara sendini maupun secara bersama-sama dalam mulakat, dalam
fungsi ind discbul “peree musidik sasar” vang mana bermakoa petoa menvelidiki.
meneliti masalah yang dihadapi rakvat dan merencanakan pembangunan). Rakyvat
talal wakil-wakil vang dipilih oleh akyat terdini dan potensi masyarakat baik
orang tua maupun permuda, laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan
menvalurkan aspirasi Rakval serta merumuskan dalam kepulusan penyelesaian
masalah dan program pembangunan sesual dengan kepentingan Rakyal. Fungsi
Rakvat digambarkan dalam ungkapan “refyer gewap mefokor (wakil-wakil
rakvat bermusyvawarah sccars mupakal bulat menyelesaikan masalah vang
dihadzpi Rakyat dan menctapkan program yang menyangkut kepenlingan dan

kemajuan rakvat).

Hubungan Sarak Opat dalam hukum adat Gayo merupakan hubungan yvang
sanpat crat sekali yang tidak bisa dipisahkan dikarenakan Sarak Opat adalab
sehapai pelaksansan dalam penyelesaian hukum Adat geyo it sendinl yang mana

Jugs merupakan bentuk penerapan svariat Islam.

Adapun bentuk peran Sarak Opat dalam penerepan Syari®at [slam pertama
wlalah dalam hal Sarak Opat Sebapai hakim adat yang mana Sarak Opat menjadi
wakim dalam setiap pelunggaran hukum adat maupun pelanggavan svartat Tslam
vanp mana dahulu peran Sarak Opat hanya sebagai hakim adat namun seiring

fenpan penrapan svariat Islam maka Sarak Opal juga mengemban amanal
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sehagsai hakim dalam pelanggaran svari‘at. fungsi ini merupakan peraliban fungsi
dari pihak kepolisian dan WH wvang mapa scbelummys merupakan ekselutor
dulum pelangaran syari'at Islam, serta yang kedua peran Sarak Opat adalab
sehagai jurn penengah dalam setiap persengketaan dalam masvarakat scrta yang
ketipa adalah pemberfakuan sanksi oleb sarak Opat adapun Kejelasan ketigimya

adalah sebagai berikul.

a, Sarak Opat itu sebagai hakim adar

Dmana dikatakan disini peranya sanpat besar dalam  menyelesaikan
perkara-perkara adat maupun syari'at it diselesaikan oleh Sarak Opat yang
mengadili dan menvelesaiakan suatu sengketa-engketa yang dilakukan masyarakal
adat dan memutuskan siapa yvang salah da benar. serta mengambil swatu kepurusan
sanksi apa vang wajib harus dijatubkan kepada pelangear tindak pidana adat it

sendiri.

h. Sarak Opat schagai juru penengah dalam sengketa

Dalam penyelesaian sualy perkara ite Sarak Opat memadi jurn penengah
ataw jurt runding bertujuan untuk supava persoalan perkaranya tidak menambah
besar persoalan masalabnya, dan menghindari timbulnya rasa dendam dari pihak

dikemudian hart
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